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NOMOR : 700 /29 / a0 .41
TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal
5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

Kepada
Untuk
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Memerintahkan enam Kepala UPTD Kebersihan Wilayah DLH
agar lebih optimal dalam menagih Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, serta menghitung dan menagihkan
denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan TA 2022;

Memerintahkan Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Jatiasih, UPTD
Kebersihan Wilayah Bantargebang, dan UPTD Kebersihan
Wilayah Medan Satria segera menyetorkan seluruh penerimaan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ke Kas Daerah
dan tidak menggunakan langsung;

Segera menetapkan kriteria penyetoran Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan yang harus dilakukan secara nontunai
dan yang dapat dilakukan secara tunali, berdasarkan analisis
penilaian risiko;

Memerintahkan para Kepala UPTD Kebersihan Wilayah Dinas LH
agar menginstruksikan petugas pemungut retribusi untuk
menghitung nilai tagihan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dengan berpedoman pada ketentuan
yang berlaku;

Berkoordinasi dengan TAPD Kota Bekasi untuk menghitung dan
menetapkan anggaran belanja penyelenggaraan pelayanan
persampahan/kebersihan berdasarkan hasil analisis kebutuhan
sumber daya (pegawai, sarana prasarana, dan pemeliharaan)
yang realistis;



KEENAM * Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya
tanggal 5 Juni 2023,
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 27 AeQIL 2025
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Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:
Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.



